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A. Kesimpulan

1.

Hambatan dalam penyelesaian kasus penipuan online disebabkan oleh
beberapa faktor yaitu yang utama adalah sarana dan prasana, di mana
sarana dan prasarana yang lengkap hanya terdapat di Mabes Polri,
sedangkan untuk tingkat Polda dan Polres masih kurang memadai. Faktor
berikutnya adalah jangkauan pelaporan. Contohnya ketika ada laporan
perihal penipuan online ke Polda, Polda tetap harus berkoordinasi ke
Mabes Polri dikarenakan hanya Mabes Polri yang memiliki alat yang
memadai dan memiliki jaringan yang lebih besar. Faktor berikutnya
adalah sumber daya manusia. Kepolisian mengaku bahwa jumlah tim siber
di Indonesia masih minim. Dan juga kepolisian memiliki keterbatasan
kemampuan mengingat kurangnya pelatihan.

Salah satu bentuk upaya penal yaitu adanya peraturan perundang-
undangan yang mengatur tentang penipuan yang mana telah diatur dalam
Pasal 378 KUHP. Namun pasal tersebut memang tidak secara langsung
mengatur tentang penipuan secara online, oleh karena itu pemerintah
Indonesia membuat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elekronik yang kemudian diubah oleh Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lalu
untuk memberikan perlindungan hukum serta penegakan hukum yang
lebih maksimal, ketentuan Pasal 28 Ayat (1) UU ITE tersebut juga
memiliki keterkaitan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen. Lalu bentuk upaya non penal dapat
dilakukan dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai
penipuan online dan Undang-Undang yang mengatur tentang penipuan,

meratakan anggaran serta sarana dan prasarana bagi pihak kepolisian yang
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dapat mendukung untuk penyelesaian kasus penipuan online, dan

Memberikan pelatihan kepada satuan Polri khusus untuk kejahatan siber.
B. Saran

Dilihat dari kasus penipuan online yang marak terjadi di masyarakat,
seharusnya terdapat sebuah peraturan hukum yang spesifik mengenai
penanganan kasus penipuan online. Peneliti berharap bahwa seharusnya
aturan hukum yang ada tidak hanya mengikuti aturan hukum yang telah
berlaku sebelumnya, tetapi aturan hukum tersebut dapat berkembang
mengikuti perkembangan zaman. Kemudian diharapkan adanya pelatihan
kepada anggota kepolisian dalam bidang kejahatan siber dan pembentukan tim
siber yang lebih banyak di tiap bagian kepolisian Republik Indonesia.
Pemerataan sarana dan prasarana dalam penanganan kasus penipuan online

juga harus diterapkan oleh pihak kepolisian.

49

Muhammad Hafiz Alfaiz Ramadhan, 2022

POLITIK KRIMINAL PENANGGULANGAN PENIPUAN ONLINE PADA TRANSAKSI E-
COMMERCE MELALUI MEDIA SOSIAL

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Hukum

[www.upnvj.ac.id-www library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]t



	SKRIPSI
	UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
	UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA FAKUKTAS HUKUM
	JUDUL:
	MUHAMMAD HAFIZ ALFAIZ RAMADHAN 1810611361
	UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA FAKUKTAS HUKUM
	BIODATA PENELITI
	PERNYATAAN ORISILITAS
	Pernyataan Persetujuan Publikasi Skripsi Untuk Kepentingan Akademik
	KATA PENGANTAR
	ABSTRAK

	Daftar Isi
	COVER   .................................................................................................................
	BAB I PENDAHULUAN
	A. Latar Belakang
	B. Rumusan Masalah
	C. Ruang Lingkup Penelitian
	D. Tujuan Penelitian
	E. Manfaat Penelitian
	F. Metode Penelitian
	A. Literatur Review
	BAB II TINJAUAN PUSTAKA
	B. Tinjauan Teori
	2. Teori Keadilan Hukum
	BAB III DESKRIPSI HASIL TEMUAN
	A. Faktor Penyebab Maraknya Terjadi Penipuan Online
	B. Temuan Hasil Wawancara Narasumber
	C. Penanggulangan Penipuan Online pada Transaksi E-Commerce Melalui Instagram
	BAB IV PEMBAHASAN
	A. Faktor Terhambatnya Penyelesaian Kasus Penipuan Online
	B. Upaya Penal dan Non Penal Penanggulangan Penipuan Online yang
	A. Kesimpulan
	B. Saran
	DAFTAR PUSTAKA
	DAFTAR PUSTAKA
	DAFTAR PUSTAKA
	DAFTAR PUSTAKA


